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Abstrak
 

Hukum persaingan usaha merupakan kebutuhan fundamental bagi sebuah negara, hal ini karena hukum

persaingan usaha adalah norma hukum yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam berbisnis di Indonesia.

Tentu hukum persaingan usaha tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya penegak hukum

persaingan usaha yang baik dan berpengalaman. Mengingat bahwa institusi penegak hukum persaingan

usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan institusi baru dalam tata hukum negara

Indonesia, maka pengalaman atas upaya penegakkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masih diragukan.

Hal ini terbukti dengan berbagai macam kasus yang menujukkan bahwa Komisi tersebut masih kurang

terampil dalam menjerat pelaku usaha curang dan memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku usaha yang

terbukti melakukan pelanggaran atas hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, akan sangat baik, bilamana

Komsisi Pengawas Persaingan Usaha dapat belajar kepada Institusi Peneggak Hukum Persaingan Usaha

yang ada diluar negeri, terutama di negara maju yang telah berpengalaman dalam mengimplemntasikan

hukum persaingan usaha di negaranya. Inggris sebagai negara maju yang memiliki hukum persaingan usaha

yang baik dan telah menunjuk Institusi Penegak Hukum Persaingan Usaha yang telah memiliki pengalaman

semenjak 1960-an, dapat menjadi pedoman bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apabila ditinjau dari

segi hukum acara, tampaknya Komisi Penegak Persaingan Usaha seringkali menemukan kesulitan-kesulitan

yang akhirnya menciderai hak-hak pelaku usaha. Adapun cut throat policy yang menjadi kebijakan KPPU

merupakan hal yang akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu ada

baiknya bilamana KPPU melakukan studi perbandingan dalam hal proses acara hukum persaingan usaha

dengan Office of Fair Trading, selaku institusi penegak hukum persaingan usaha Inggris, dalam proses

invesigasi (penyelidikan & penyidikan), proses pembuktian dan proses penetapan pemberian hukuman dan

sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha.

......Competition Law is an essential legal product for the economic growth of nations, this is due to the fact

that competition law is the governing norm in respect to industries and businesses in today?s market.

However, a good conceptualize competition law will become invalidated if there is no governing institution

which is assigned by the government to protect and implement the competition law. Hence, the need of a

good governing institution for the enforcement of competition law is no doubt fundamental to the success of

Indonesia?s economic development. Having established its competition law regime in 1999 and in doing so

assigning KPPU to watch over the implementation of competition law in Indonesia, Indonesia has reaped

many benefits, which includes the steady incline of foreign capitals and investment going to Indonesia in the

successive years. However, in respect to KPPU, the governing institution for competition law in Indonesia,

its track record in dealing with complex cases in competition law has been under scrutiny by defendants in

cases and from academicians believing that the power of implementation measures by the institutions has

not been adequately addressed. Thus, in order to better understand competition law and how to implement

the best possible policies, KPPU must study from similar institutions abroad, especially, in countries where
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the competition law regime has been implemented for many years, in this regard the United Kingdom. In

doing so KPPU will better understand how to investigate and find evidence that are circumstantial to the

case in hand. Not only that, the KPPU must also learn how to implement necessary policies that are suited to

the economic and legal needs of Indonesia, in order to create a lasting competition law regime which will

increase the welfare of the Indonesian people.


